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Adanya mekanisme penundaan terhadap kewajiban pembayaran utang yang harus dilakukan oleh Debitor,
dapat memberikan Debitor waktu untuk melakukan restrukturisasi terhadap utangnya. Pada praktiknya,
upaya restrukturisasi utang ini seringkali tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum
kepada Kreditor PKPU. Hal ini dapat terjadi salah satunya karena tindakan Debitor yang mengulur-ulur
proses beracara, sehingga perkara kepailitan yang sedang terjadi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan
marwah dari UU K-PKPU itu sendiri yang menghendaki terselesaikannya sengketa dengan cepat dan
sederhana. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya pemberian perlindungan hukum dan kepastian hukum
kepada Kreditor dalam perkara PK PU yang dapat menghindarkan Kreditor mengalami kerugian atas
tindakan Debitor. Pemberian perlindungan hukum diperlukan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri,
yakni menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Untuk menjawab permasal ahan tersebut,
Penulis kemudian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan meneliti bahan
kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan studi kasus Putusan No. 373/Pdt.Sus-
Pkpu/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan akan dikaji melalui studi kepustakaan dalam rangka menjawab pokok
permasal ahan berdasarkan hukum yang berlaku untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian
hukum bagi Kreditor yang terlibat dalam perkara PKPU. Dalam Hukum Kepailitan, kepastian hukum dapat
terwujud melalui penerapan prinsip penyelesaian perkara secara cepat dan pembuktian yang sederhana
sesual dengan prinsip kepailitan dan PKPU yang tercantum dalam UU K-PKPU. Penulis kemudian menarik
kesimpulan bahwasannya UU K-PKPU pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum bagi
Kreditor, meskipun demikian Majelis Hakim kurang cermat dalam menerapkan hukum sehingga putusan
tersebut dapat merugikan Kreditor Konkuren. Selanjutnya, UU K-PKPU juga pada dasarnya telah
memberikan kepastian hukum, namun demikian Majelis Hakim tidak konsisten dalam menerapkan hukum
sehingga kepastian hukum tidak tercapai.

...... The existence of a mechanism for delaying debt payment obligations that must be carried out by the
debtor can give the debtor time to restructure his debt. In practice, these debt restructuring efforts often do
not provide legal protection and legal certainty to PKPU creditors. This can happen, in part, because the
debtor's actions are delaying the proceedings, so that the ongoing bankruptcy case cannot be carried out in
accordance with the dignity of the K-PKPU Law itself, which requires the resolution of disputes quickly and
simply. Thisisthe background to the need to provide legal protection and legal certainty to creditorsin the
PKPU case which can prevent creditors from experiencing losses due to the actions of the debtor. Providing
legal protection is necessary to achieve the objectives of the law itself, namely creating justice, benefit and
legal certainty. To answer these problems, the author then uses normative juridical legal research methods
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by examining literature or secondary data. This research uses a case study of Decision No. 373/Pdt.Sus-
Pkpu/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst and will be reviewed through a literature study in order to answer the main
issues based on applicable law to provide legal protection and legal certainty for Creditorsinvolved in the
PKPU case. In Bankruptcy Law, legal certainty can be realized through the application of the principle of
quick settlement of cases and simple proof in accordance with the principles of bankruptcy and PKPU as
stated in the K-PKPU Law. The author then draws the conclusion that the K-PKPU Law has basically
provided legal protection for Creditors, even though the Panel of Judges was not careful in applying the law
so that the decision could be detrimental to Concurrent Creditors. Furthermore, the K-PKPU Law has
basically provided legal certainty, however, the Panel of Judges has been inconsistent in applying the law so
that legal certainty has not been achieved.



